
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketert>ukaan 
lnlormasi Publik (Lembaran Negara Rep,ibllk Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61. Tamtlahan Lembaran Negara Republol< 

1. Undang-Un<lang Nomor 14 T ahun 1950 te<>tang Pembe.~tukan 
Daerah-daerah Kab\Jpaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Becita Negara Tahun 1950); 

2. Un~ang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Peme:intahan 
Daer.ah sebagaimana telah drubah beberapa kali terak.hit 
dengan Undang..\Jndang Nomor 12 T anun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32. Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daetah (l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nom<>c 4844); 

e bebwa berdas.at'kan parti.T1bangan $eb3g:aimana dimaksud 
pada hurut a C:aP huruf b, maka perl.u ditetapkan Pera'uran 
Supati 1entang Penyuluha.n Huie.um. 

b bahwa dalam rangka pelaksanasn penyt11uhan hukum di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Beka- ..... i dan Pemertnlahan 
Desa di Kabup.aten Beka.$i. d1perluk ;1n pranata hukwn 
me,ngenai tata Cara dan mekanismc pe!aksanaatlnya: 

a bahwa oatarn rangka tectib mengembangl<an budaya tahu. 
sa~ar dan tast hukum dika!angan aparatur dan masyarakat 
perlu (filaksanakan penyuluhan hukum agar te,wufu<f 
kesadaran hukum dan kepatuhan hukum demi tegaknya 
sopre.'llasi hukum; 

'v1eoimt,ang 

BUPATI BEKASI, 

PENYULUHAN HUKUM 

FENTANG 

NOMOR 2'! ~,,.h.:N ec 10 

PERATURAN SUPATI BEKASI 
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PERATURAN BUPATI TF.NTANG PENYUlUHAN HUKUM. 

M EM U TU S K AN: 

12 Peraturan Bupab Bekasi Nomor 19 Tahun 2009 teruang 
Orsamsast dan Tata Ke!ja Sektetariat Daerah (Senta Oaerah 
Kabopaten Bekasi Tah,in 2009 Nomor 19) 

10. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tenta'1g Org.an,s..1s1 Perangkat Oa~rah Kabupaten Bekas.i 
(lembaran Daer.ih Kabllpaten Bekasi Tahun 2009 No«nor 7): 

11 Peraturan Bupatl Bel<.asl Nomor 148 Tanun 2:007 t~ntang 
Mekanisme Penyusunan Ptoduk Hukum Oaerah dl Unglc.uogan 
Pemerintah Kabupaten Bekas, (Betita Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 148). 

9 Peraturan Daefah '<abupaten Sekasi Nomor 2 Tahun 2009 
tont~ng Pembentukan Perauean Oaera~ {lembaran Oaerah 
'<abupaten Bekasi Ta~un 2009 Nomor 2); 

8. Peraturen Oaorah Kabupaten Bekas1 Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan KabuJ)'aten Bekas, {Lembaran 
Oaerah Tanun 2008 Nomor 9 Sen 0. Tambanan lembafart 
Oaerah Nemes 46); 

7 Peraturan Kepata Badan Pembmaan Hukum Nasional 
Oepartemen Hukum d.an Hak Asasi M.anu:s,:a Nomor 
PHN.HN.03.05 73 Tahun 2008 tentang Pemben:Ukan dan 
Pembmaan Keluarga Sadar Hu,<um dan Desa!Kehlraha.n 
Sadar Hukum. 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas, Maoosaa Nomor 
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pok, Penyuluhan Hu1<um 
sebaga!mana teJah diubah dengan Pera'Ufa.n Menteri Hukum 
dan Hak hasl Manus,a Nomor M.01·PR08.10 Tahun 2006 
t~ntang Perubahan atas Peraturan Menieri Hukum dan Hak 
Asasi Manus"' Nomor M.01-PR.08.10 Tah\rn 2006 tentar.g 
Pola Penyulyhan Hukum; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tert3oO 
Pembagian u,usat1 Pemerinta.han antar~ Pemenntan. 
Pemerinlahan Oaerah Provmsl Dan Pemenntahan Oaerah 
Kabupalon/Kcta (lembaran Negara Republik Jndooesia Tahun 
2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Nomor 4737) ; 

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tat,un 2007 t.eotang 
Pengesahan Pengundangan da.n Penyebarluasan Peraturan 
Perundano-undangan; 

Indonesia Nomor 4846): 

MPt1etapkan 



Ht Kadarkum blnaan a<Jala.h Kadarkum yang berperen men9gerakkan, membim.bing 
dan men1adt teladan bagi kadarkum lainnya. 

15 Keluarga sacor hukum yang selanjatnya d,sebut Kadarlcu'll adalah wadah yang 
berlungsl menghimpuo wa,ga m~syarak3t yang dengan kemauannya berusaha 
sen<fm untuk meningkatkan kesadanm hukum bag1 dirinya. 

1.1 Metode penyuluhar\ hukum adalah cara penyampaian ir.formasi hukum dari 
pe1\yuluh hukurn kepada sasaran penyuluhan hukum. 

13 Xes-a:datall hukum adalah n,Jai·nJlai yang hidup di daiam setiap aparatur dan 
mlsy::trat;at dalam bcntuk pemaharran dan ketaata.n atau kepatuhan terhadap 
nonna hukum dan pcraturan pe1undang.•1.mda.ngar.. 

12 Panyuluhan hukum adatah kegiatan penyebarluasan 111formasi dan pernaha:man 
ternadap norma hukum dan ketentuan peraturan p,erundatlg-u~ngan guna 
mewuJudkan dan mengembangk.an kesadaran hukum aparalur dan masyarakal 
seh1ngga tercipta budaya hukum dan ketentuan pera1t1ran perundang--0ndangan 
demi tegaknya supremasi hukum 

11 Kepala oesa adatah kepa!a des.a di Kabupaten Sekasi. 

10 P&mermtah desa adalah Kepaia Oesa dan perangkat dssa. 

9 Pemermtaban desa ada!ah penyetenggaraan urusan oemenruanan oteh 
Pemerintah Desa dan Sadan P1?ma1syawa1atan Cesa. 

8. Desa adalall cesa-oesa di xacupaten Bel..asi. 

7 Baglan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Oaerah Kabupaten ae,as1. 

6. Satuan Kerja Pe,angkat Daerah yang selanjutnya d,oobtit SKOD adalah SKPO d, 
lingkungan Pernerintah Kabupaten Bekasi. 

5 Aparatur adalah aparatur Pemermtahan Kabup.ateci Bek.a$l da1"! Pemerinrahan 
Desa dl X.abt1pate11 Bekasi. 

4 Sekretans Oaeran adalah Sekretans Oaerah Kabupaten Seka.st. 

3. Bupati adalah Bupa!J Bekasi. 

Dalam Peraturan Bupati. yang d1maksud dengan : 

Dae1ah adalah Kabupaten Bekasi 

2 Pemetiotah Daerah adalah Bupati dan perangltat daerah sehagai unsur 
penyelenggara Pemesintah Dasrah. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 



a penyulohan hukufl'I 1ao9sUJ19. 
b penyult1h~m hukum l!dak fani:1sung 

{1; Penvutuh;:m hukum d1selenggarakan dengan metode: 

Pasal5 

METODE DAN SASARAN PENYULUH HUKUM 

BA.JIV 

Sotiap tahun Bagian Hukum menetapkan pnontas ketentuan peraturan pen,.indang-­ 
undangan dan n010\a hukum yang dijadika.n bahan materi penyu~han hukl.ln. 

Pasa~4 

Matoci pcoyu!uhan h1..tkurri mehpun produk hukum pusat d.an prodlN hukum daerah. 
dlsesuakan den9an has1I evaiuasr, peta permasa!ahan hukurr dar.- f(;ebutuhan dr 
Oacrah 

Pasat3 

SAB III 

MATER I PENYUl UHA.~ HU KUM 

b mewu~udkan buceve hukurn dal.am Stkap dan peritaku yang sadar. patuh dan taat 
te(hadap nukum serta mcnghormati hak asasi manusia 

a mewuJudj,(,an kesada. an hckcm aparalu:' dan masyara.kat ya.ng ltt>Ji balk: s&hingga 
seuap aparatut d.an aoggota masyarak.at menyadari hale <tan ticevJaiibannya &eba,gai 
warqa nega:a: 

Penyuluhan hul-.um dise~nggarakan ,:iengan maksod dan tuJuan: 

Pasal 2 

MAKSUO DAN T1.JJUAN 

BAB II 

Pernomaan adalah suatu upaya peningkatan kualrtas bagt tenaga penyuluhan, 
kelompok sasaran penyuluh.an hukur,1 dar. matori penyu1uhan huku:-n. 

19. 

16 Lomba \eluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut lomba Kadarkum adalah 
suatu sarana untu~ mem1lih kelompok Kadal'kum yang berprest.HI dalam 
pamahaman hukum 

17 Desa sadar hu~um atau kclurahan sadar hukum ada1ah desa atau keJurahan yang 
lelah d1bina atau f<.a,ena swaxarsa dan swadaya. memeruhi kritena sebagai desa 
sadar hukum atau kelurahan sadar hukum 

J 



(2) Bag,an Hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum sebagalmana drnal<sud 
pada ayat (1 ), dapat melakukan serja sama dengan PO'llerintah. ITTStans, terl<art. 
pet9utuan bngg1 atau organisasi kernasyarakata:n. 

( 1) Peraxsanaan penyuluhan hukem d1kootdmas1kan oleh Bag1a.n Hui<.utn 

(2) Dalam hat peny4luhan hukum berupa produk hukum daeral> dilaksanakan oleh 
SKPD yang betkaitan d'engan teknis substansial sesuai dengan tugas pokok dan 
fimgsinya 

t1} Penyuluhan hukum dapat dhaksanakan olieh 1ena9a penyuJuh hukum dcmlatau 
orang yang mempunyai pengetahuan cen keahtian drbidang feknis substan51af 
serta mampu me.nyampaikan informas1 atau penjelasan tentang materi penyutuh 
socara jelas dan benar. 

Pi!sa1 9 

PasalS 

PeJaksaoaan P~nyulunan Hukum 

Sagian Kesatu 

PELAKSANAAN PENYi.JLUHAN HUKUM 

BAEIV 

sasarao peuyulunan hukum mehputi aparatur dan masyarakat. 

Pasal 7 

a. penyie?k:nggaraan ; 
b maien penyuluhan : 
c. sasaran pe.nyuluhan , 
d media ~nyuluhan 
e. hat.haf torkait dengan penyu!uhan. 

Penyuluhan hukum langsung atau uda~ lar.gsung se~ag.ai~~ d·rnaksud da'am Pasal 
5 ddakukan secara terpadu dengan SKPO yang terkait, meliputi: 

Pasal6 

(3) P-enyufuhan hu~um ui1a.k rangsung sebaga,marni d1maksud pada aiy.-t (1) nuruf b 
dl!akukar, mela!u1 1'f'ledia elektroni~ dan media cetak. 

(2) Penyuluhan hukum langsung seba9aimana drnaksud pada ayat (1) hun.,r a 
dllakuk.:1n denga.n cara bertat3p muka secsra lang'Sung antara penytftuh dan yang 
d1su!uh 

5 



(2) Detarn drskus, se-baga1mana dio1aksud pada ayat (1) yang bertllldak $Ebaga1 
naasumber yaJtu tenaga ahti, sesual dPnga.n bid~ng ditn kompetensinya 

t l) Penyuluhan huktim ccrern beotuk d1skusi disclenggarat.an untuk pel)(l~aman 
matert hukum tertentv 

Pasal 12 

o;skusi 

Paragraf 3 

t2J Oalam pertemuao sebaqaimana dimaksud p.ada ayat t1) yang berbndak sebaga, 
naresumber adalab SKPO atau instansi Pemerin:ah atau tenaga ahll. sesuai 
deogao tugas pok.ok dan fungsi serta ko:npe:ansinya. 

CI I Penyulohan hukum dalam bentuk p.ertemuan dise1engga1c3kan ur:tuk membenkan 
111formas1 dan pematreman terhadap kctenruan peraruran per..Kldang-undangan 
1ertent-J 

Pasat 11 

Perternuan 

Paragraf 2 

a oerternuarr 
b d1skusi; 
c temu seder hukum. 
d s1mufas1; 
e parnt:m1n, 
f lomba xadarkum ; 
g penyuJuhan hukum melahn media massa, media cetak dan med-i"a elektronik. 

Bentvk-bentuk. penyuluhan hukum meliputJ 

Pasal10 

Benruk·bentuk Penyt1luhan Hukum 

Pa,agraf 1 

Metode Penyu!uhan Hui(um 

Sagian Kedua 

6 



a. tomba KDdarkum tingkat -desa/kefurahan diikuti oleh peserta dan Wllayah 
RT/RW di w1layah rlesa~eJurahan: 

(1} Penyuluhan hukum dalam benruk lomba Kadarkum dlsetenggarakan untuk 
men9eva!uas1 tingkat kebemasHan penyufuhan hukum ya;,g telah difaksa.naJ<an. 

(2.) Lomba K~darkum seb.agaimana drmakwd pada ay.at (1), diselenggarakan di 
lingkal desa/kelurahan, kecainatan kabupaten. pcovin:si danlatau di ongkat 
nasionst, de:ngan kctentuan 

Pasal 16 

- Lomba Kadarl<um 

Paragraf 7 

Penyuluhan hukum dalam be:ituk pameran d1selenggarakan untuk memamerkan hasll 
kegiatan penyulu:ian hukum dan ,nep;omosikan SKPO yang melakuk.an penyuluhan 
hokum baik melalu1 panel. tote. grafilc. buku, leaflet, booklet. maCJpun aud,o..vJSUal. 

Pasal 15 

Pameran 

Paragraf 6 

Pooyuluhan hukurn dalam bentuk simuJasi di$e'cnggarakan unruk membina Kadarkum. 
Kadarkum bmaan. desa s.ada, hukum atau kelt1rahan sadar huk\lm. dan kek>mpok 
masyarakat ta,,nnya c'en-gan menggunatan atat peraga. 

Pasal 1.6 

Sunulasi 

Paraqraf 5 

(2) Temu sadar hukum sebaga,mana duna\sud pada ayat (1). diselenggaral<an 
dilempat terbuka untuk umum, dan daFam pelaksanaanya dihad·rkan na,asumber 
serta peman<tu. 

(1 J Penyuluhan hukum dalam bentuk temu sadar hu~um diselenggarakan untu1< 
membina Kadarkum, Kadari<um bi:laan, desa binaan atau kelurar.an binaan. dasa 
sadar hukum atau kelurahan sadar hukum dan kelompok masyarakat lamnya 

Pasal 1 

Temu Sadar Hukum 

Para>Jraf 4 
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(3) Setiap Kadarkom mempun)"l1 anggota paling sedi~it 25 (dua puluh ,ma) orang 
anggota tetap oan terdaftar pada 8ag1an Hu'l!;um dan Kantor Kementerian Hukum 
d.:1n HJk Asasl Manvsi;) Jawa Baral 

(2) Setiap ar,ggola masyaeakat dapat tnQnJadi anggota Ka,jafkum.. 

(H Kadarkum sebag~imanci dimaksud pada Pasal 15 dapal dibenruk of.eh desa atau 
keturahan. 

Pasal 19 

KADARKUM 

BABVI 

(2} Penyusunan program penyuluhan hukum ting:kat !Qbupaien sebagaunana 
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bagian Hukum berkoordmasi deng_an Biro 
Hvkum Provinsi Jawa Barat dan Kamer Kementerian Hokum dan HAM Jav,a 
Ba rat 

(1} Tata laksana pellyuluhan hukum me:1put1 penyt1sunan ptogra'il, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi. d-an petaporan. 

Pasal18 

T a1a taxsena Penyul1Jhan Hukum 

Ba9ian Ketiga 

Penyutuhan hukum yang d:lakulcm media massa. media cetak dan media eleka'onik 
dapat bexeqa same dcngan me-di.a massa med.a c;etak dao medi:.a e~ktmrnk !a.Jnnya 

Pasal 17 

Paragraf 8 

Med,a Massa. Media Cetak da1 Media E.lektro<>il< 

b. :..omba Kadarkum 1i.ngkat kecamatan dbkuti oleh pemenang pertama bngkat 
d~sa1kelurahc3n yan!J ada di w1fayah kecamatan. 

c fomba Ka.dark.um tingkat l<abup.aten diJkutl OOffi pemenang perta,na, kai~,kutn 
tingkat kecamatan ya11g eca di wi!ayah kabupaten. 

d. dalam hat dilaksanakan lomba Kadarkum tmgkat provinsi atau nasional, akan 
dikirimkan pemenang pertama Kadarkum tin;kat kab.upaten.. 

8 
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(2) B.ml>,"9.ln iekn;s penYIJluh..,, h<;kum Mbagaimana d.ma~sud pacf.l ayal (11 
d,se1eng9arakan oleh Bag,an Huk""' 

( 1) Pcinblnaan lerhadap penyuluh hukum djl.akul(an deng.an cant ~ara..ltan 
blll"b,ng:J.n taler.es penyt.tur.an h1.1kum 

Pasal 24 

Pcmt:..n.,,1n renyu}uh.an hiJkurn d!la1<ukan terhadap penYtJluh hukum <1an sasaran 
p,enyulul,.:in M11kum at:iu maten peyuh.1'3.o hukl.m. 

Pasal 23 

BA8 VIII 

PEMBINAAN PENYULUHAN HVKUI.I 

(2) Ben!uk pengnargoan sebagaimena d"1",aksud pada ay31 (1) d~ '*1gan 
ketentuan peratwan oerundang.-unda~an 

(1) Pemerintah Oaerah dapat rnembenkan penghargaan kepaoa desalke!urahan 
sa<tnr hukum 

Pasal22 

(2) Penetaoan clesalkelurahan saoa• hu~ ~-an• """' "'"" pada ayac (11 
dapat ditmjau ke1"tba:!1 datam hol desa/kelurahan sadar hul.um d:ma•sud lldak. 
momenuhi -persyaratan sebagai desatke:uranaii saoar riu1<:um 

(11 Oe$alkf)IU(ahan 1,,naao dacat d,1ei.,pkan men1ad• d•sallceturahan sadar lutt.rn, 
yang diusuJkan ol<!h 8upall clan dilet,pi<an dengan Kepu!,J.an &pat,, de<lgan 
merripefhat1kan pemmbangan Kantor Kemeoter1an t-iukum dan Hak AsasJ 
lvlanus1a Jawa Barat 

Pasat21 

BAS VII 

DF.SA/KELURAHAN BINAAN OAN OESAIKELVRAHAN SADAR HUl<UM 

( 11 Unlu~ rnenggerakkan memb,na <Ian men;ad1 teladan i.g; Kaca1<1.rn oesa aiau 
kelufahan. 8t.'l)atl dapat memtentu\ Kedarkum binaan.. 

c2) Kadt1n<1,;m b1naa11 sebaga.man• d1ma.ksud pad.a ayat (1) ditetapkan dengan 
Kepulusan B-11-u~ d<:ngan ketentuan petati.1an pen.,nd.<~ 

Pasal 20 

q 



O!N 
I 

- EI\ASI •. 

Ditetapkan di Cikarang Pus.at 
pada tang:gal 22 O:t: to oar .2! 1C 

Pcraturan Bupau in1 1m1~ar bertako pada tanggal d1undangkan 

Agar setiap Otang menqetahuurya, memenntankan pengundangan Peraturan Bupati 
mrlPng;:m ~nempaumnya dalam Senta Oaerah Kabupaten Bekasr 

Pasar 27 

PEt<UTUP 

BAB X 

Pemb1ayaan yang d,pertukan untuk pelal<sanaan penyufuhan hukum d1bebankan Oada 
Aogga,au Pendapatan dan Belanja Oaerah (APSD) Kabupaten 8ekasi. 

Pasal 26 

PEMBIAYAAN 

llABX 

( 1) e ... a:uas, penyuluhan nukum dilakukan untuk mangetahui perkembangan. 
kebernasdan d.a.n permasa'ahan oatarn pelaksanaan penyufuhan hukum. 

(2> Kepata Sag~an Hukum membuat laporan hastl evah,..1asi pelaks.anaan peoyukJhan 
1,ul(um untok d1sampaikan pada Bupati melalu1 Sekretans Oaera.h 

Pasat25 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

BABIX 
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